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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkawinan merupakan sunnatullah universal yang berlaku bagi semua 

ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Segala sesuatu yang 

diciptakan oleh Allah SWT diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana yang 

terjadi pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Masyarakat 

beranggapan bahwa perkawinan diatur oleh hukum adat, agama dan negara, yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai Akhaul Karimah dan kemanusiaan yang beradab. 

Oleh karena itu perkawinan harus mengikuti aturan yang ada.1 

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah, sebuah 

ikatan atau akad yang sangat kuat (mitsaqan gholidzhan) antara pria dan wanita.2 

Pasal 1 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB II 

menjelaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3 

Selanjutnya, Bab II Pasal 2 Dasar-dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, 

yaitu akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.4 

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua pasangan manusia, laki-laki dan 

perempuan, tetapi juga mengikat perjanjian suci atas nama Allah bahwa pasangan 

tersebut berniat untuk mendirikan ekonomi Sakinah, Mawadah wa Rohmah. Untuk 

menegakkan cita-cita hidup berkeluarga, perkawinan tidak cukup dengan 

berpegang pada ajaran Allah dalam Al-Quran dan as-Sunnah yang bersifat 

universal. Namun, pernikahan juga terikat pada hukum negara.5 

 
1 Beni A. Saebani, Perkawinan Dan Hukum Islam Dan Undang-Undang. (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), 13-14. 
2 Nur Djamaan, Fiqih Munakahat, Cet. Ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993),  

5. 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
4 Kompilasi Hukum Islam 
5 Beni A. Saebani, Op. Cit., 15. 
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كْتُبوُهُ 
 
ى فأَ سَمًّ َٰٓ ٱَجَلٍ مه لَى

ِ
ذَا تدََاينَتُُ بِدَيْنٍ ا

ِ
ينَ ءَامَنوُٓا۟ ا ِ لَّذ

 
اَ ٱ َٰٓأيَُّه يَ    ۚ  

Pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam terkait pencatatan 

perkawinan. Namun, dillihat dari manfaatnya, pencatatan ini sangat diperlukan.6 

Kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah yang terdapat dalam Surat 

Al-Baqarah (2): 282 yaitu: 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-

Baqarah: 282)”.7 

 

Pencatatan perkawinan sudah menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat 

sebagai bukti bagi pasangan yang menikah dan juga memberikan kepastian hukum 

kepada pasangan suami istri, sehingga cukup jelas pemerintah mengambil 

kebijakan untuk menjaga kebaikan dan kemanfaatan dari kebijakan tersebut. harus 

diperhatikan untuk kebaikan dan juga untuk perlindungan rakyatnya.8 Tugas 

perkawinan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan perkawinan itu sendiri 

dan tidak merugikan orang lain.9 

UU No. 1 Tahun 1974 Syarat perkawinan adalah syarat materiil sekaligus 

syarat administratif. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan 

rukun nikah, baik yang diatur oleh agama, diatur oleh hukum lain yang 

memberatkan yaitu syarat administratif suatu hubungannnya catat mencatat 

peristiwa perkawin.10 BAB I Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 Undang-

Undang ini menyatakan sebagai berikut: “Setiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.11 

 
6 M. Ali, Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), 122. 
7 Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil Quran, 2010), 48. 
8 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 

2001), 108. 
9 Ahmad Rofiq, Nuasa Dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: 

Rajawali Press, 1999), 107. 
10 Ahmad Baharuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia: Studi Historis Metodologis, Cet. 

Ke-1 (Jambi: Syariah Press IAIN STS Jambi, 2008), 11. 
11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan 

peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB II Pasal 

2 ayat (1) bahwa, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.12 

Menurut Pasal 5 (1) Kitab Undang-undang Hukum Islam, setiap perkawinan 

didaftarkan untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi umat Islam. menganggap 

bahwa ayat 2 pasal 5 mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat 

1 harus dilakukan oleh pegawai pencatat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1946. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Ikhtisar Hukum 

Islam Undang-undang juga menyatakan bahwa setiap akad perkawinan harus 

dilakukan sebelum dan di bawah wewenang kantor catatan sipil untuk memenuhi 

ketentuan Pasal (5). Pasal 6 (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa 

perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat tidak mempunyai 

kekuatan hukum.13  

Maka dari itu dilihat dari peraturan pemerintah pusat akan pentingnya 

dicatatkannya peristiwa perkawinan, seharusnya masyarakat yang beragama islam, 

bukannya mentaati hukum fiqh tetapi juga harus patuh dan taat kepada 

pemimpin/presiden terkait aturan dicatatkannya peristiwa perkawinan dan 

menjauhi praktik-praktik nikah sirri (tidak tercatat) guna menghindari 

kemafsadatan yang timbul dikemudian hari. 

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa ayah (suami) 

tidak mempunyai hak yang sah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya karena 

perkawinan antara istri dan anak itu tidak dicatatkan pada waktu lahir. Seorang anak 

tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila anak tersebut 

lahir di luar nikah atau luar nikah karena anak tersebut dianggap sebagai anak luar 

nikah, maka hubungan keperdataannya adalah dengan ibu dan keluarga ibu, bunyi 

pasal 42 UU No 1 Tahun 1974. bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau 

 
12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
13 Kompilasi Hukum Islam 
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sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43 (1) “Anak yang lahir di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”.14 

Namun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 

46/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa anak (sirri) yang lahir di luar nikah atau 

dalam perkawinan sebagian memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, 

sedangkan anak luar nikah dapat menjadi saksi bahwa bapak adalah bapak secara 

biologis melalui tes DNA, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan 

bapaknya. Dan yang semula fatwa MUI menentangnya,15 justru mendukung 

keputusan Mahkamah Konstitusi yang  mewajibkan pengasuhan anak dan 

pewarisan setelah kematian melalui wasiat wajibah. 

Menurut keterangan ini, anak yang lahir di luar nikah berhak diasuh oleh ayah 

kandungnya, dan ia tidak dapat menolaknya. Dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut memperkuat perlindungan dan kepastian hukum anak terhadap 

ayah kandungnya. Tanggung jawab terhadap anak tidak hanya menjadi milik ibu 

dan keluarga ibu, tetapi ayah dan keluarga ayah juga harus bertanggung jawab atas 

kelangsungan hidup, pengasuhan dan pemeliharaan anak. 

Menurut penjelasan di atas, pencatatan perkawinan merupakan bagian 

terpenting dari suatu perkawinan, baik yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) maupun sahnya perkawinan dinyatakan dengan pengesahan perkawinan di 

Pengadilan Agama. (PA). Akta nikah sebagai perlindungan hukum bagi perkawinan 

laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan memberikan kepastian hukum sebagai 

prasyarat terpenting bagi kalangan sempit dalam penyelenggaraan administrasi 

publik. 

Namun fakta di Indonesia, banyak orang yang melangsungkan perkawinan 

tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal itu disebut perkawinan dibawah tangan 

(nikah sirri).16 Begitu pun yang terjadi di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua 

 
14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
15 Mohammad Roully Parsaulian Lubis, Kedududkan Hukum Anak Luar Kawin Menurut 

Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/Puu-Vii/2010 

Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis. 
16 Dadi Nurhaedi, Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), 

(Yogyakarta: Saujana, 2003), 26. 
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Kabupaten Bandung Barat, banyak masyarakat memilih menikah sirri atau tanpa 

melakukan proses permohonan dispensasi perkawinan bagi yang dibawah umur. 

Terbukti dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Ngamprah jumlah perkara 

permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah mencapai 1.965 Perkara, angka itu 

hasil dari seluruh perkara di PA Ngamprah tanggal 06 Nov 2018 - 28 Dec 2022.17 

Hal ini didasari oleh banyaknya permohonan pembuatan Akta Anak,18 ditambah 

jumlah pasangan usia muda yang mengajukan dispensasi perkawinan sepanjang 

tahun 2021 di Bandung Barat mencapai 287 perkara.19 

 

Tabel 1.1 

Data Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah PA Ngamprah 

06 November 2018 – 28 Desember 2022 

 

No Desa/Kecamatan Jumlah Perkara diKabulkan 

1 Kecamatan Batujajar 237 

2 Kecamatan Cihampelas 102 

3 Kecamatan Cikalong Wetan 48 

4 Kecamatan Cililin 122 

5 Kecamatan Cipatat 107 

6 Kecamatan Cipeundeuy 36 

7 Kecamatan Cipongkor 183 

8 Kecamatan Cisarua 227 

9 Kecamatan Gunung Halu 39 

10 Kecamatan Lembang 67 

11 Kecamatan Ngamprah 98 

12 Kecamatan Padalarang 58 

13 Kecamatan Parongpong 44 

14 Kecamatan Rongga 56 

15 Kecamatan Sindangkerta 133 

16 Kecamatan Saguling 102 

           Sumber di ambil dari https://sipp.pa-ngamprah.go.id/list_perkara 

Dilihat dari data pengesahan perkawinan/isbat nikah PA Ngamprah, 

Kecamatan Cisarua di peringkat ke 2 tertinggi setelah Kecamatan Batujajar, belum 

 
17 Https://Sipp.Pa-Ngamprah.Go.Id/List_Perkara Diakses Pada Hari Kamis, 29 Des. 2022 

Pukul 14:47:48 WIB. 
18Https://Jabar.Pojoksatu.Id/Bandung/2019/03/04/Kasus-Nikah-Siri-Di-Bandung-Barat-

Tinggi/ Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2022. 
19 Hasil Wawancara Jabarnews Dengan Kepala Pengadilan Agama Ngamprah Ahmad 

Saprudin, Pada Rabu (19/1/2022). Https://Www.Jabarnews.Com/Daerah/Ratusan-Pasangan-Di-

Bandung-Barat-Ngotot-Menikah-Dini-Kenapa/ Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2022. 

https://sipp.pa-ngamprah.go.id/list_perkara
https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2019/03/04/kasus-nikah-siri-di-bandung-barat-tinggi/
https://jabar.pojoksatu.id/bandung/2019/03/04/kasus-nikah-siri-di-bandung-barat-tinggi/
https://www.jabarnews.com/daerah/ratusan-pasangan-di-bandung-barat-ngotot-menikah-dini-kenapa/
https://www.jabarnews.com/daerah/ratusan-pasangan-di-bandung-barat-ngotot-menikah-dini-kenapa/
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diketahui pasti desa manakah yang menyumbang terbanyak, tetapi peneliti yakin 

bahwa 50% dari angka tersebut berasal dari Desa Pasirlangu, karena peneliti sendiri 

mempunyai data masyakarat Desa Pasirlangu yang belum tercatatkan 

perkawinannya atau sampai hari ini belum mengajukan pengesahan 

perkawinan/Isbat nikah, sebanyak 32 pasangan suami istri20 dan jumlah ini yang 

baru diketahui, bisa jadi lebih banyak dari jumlah tersebut. 

 

Tabel 1.2 

Data pelaku nikah sirri 

 

No Nama/TTL/Alamat Pekerjaan Tanggal 

Menikah 

1 De ide i Aliiyuidi in & Ani i Buiruih Tanii & IiRT 26 Se ipteimbe ir 

2019 

2 Ayi i Suiryana & Nuinuing 

Nu irlaeila 

Buiruih Tanii & IiRT 13  Mare it 1999 

3 Di ian Pe irmana & Tiita 

De ipi iawati 

Buiruih Tanii & IiRT 12 Me ii i 2005 

4 Suilaeiman & Eini ih Buiruih Tanii & IiRT 06 Mare it 1996 

5 Ade i Di ini iyatii & Yuinii 

 

Buiruih Tanii & IiRT 08 Oktobe ir 2002 

6 Robby Mahardiika & Ye ini i 

Su isanti i 

Wiiraswasta & IiRT 24 Nove imbeir 

2011 

7 Aguis Sofi ian & Ai i Warliina Buiruih Tanii & IiRT 26 Apri il 2017 

8 Suiryana & Aah Buiruih Tanii & IiRT 16 Fe ibruiarii 1985 

9 Weindi i Mauilana & Aii 

Ru ikmiini i 

Karyawan Swasta & IiRT 14 Apri il 2014 

10 Uijang Mu ilyana & Eiuiliis 

Dari iah 

Buiruih Tanii & IiRT 24 Nove imbeir 

2011 

11 Nuinui & Wartiikah Buiruih Tanii & IiRT 24 Fe ibruiarii 1990 

12 Ace ip Suiheirman & Iimas 

Su isi ilawatii  

Buiruih Tanii & IiRT 23 Nove imbeir 

1999 

13 Juie in & Einok Buiruih Tanii & IiRT 18 De ise imbeir 

2000 

14 Ani is Suisanti i  Buiruih Tanii & IiRT 13 Mare it 2019 

15 Muihamad Fajar Khuisnuidi in 

& Nuiraiisah 

Buiruih Tanii & IiRT 22 Se ipteimbe ir 

2019 

16 Aan Suiti isna & Popon Buiruih Tanii & IiRT 15 Mare it 1997 

 
20 Data Hasil Dari Masyarakat Yang Mendaftar Isbat Nikah Kepada Mahasiswa Hukum 

Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung Pada Tanggal 19 September 2022 S/D 8 

Oktober 2022. 
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17 Dadang & Niini ing Buiruih Tanii & IiRT 15 Se ipteimbe ir 

1994 

Sumber: Data hasil penelusuran peneliti dan mahasiswa HKI Umbandung pada 

bulan Oktober sampai September 2022. 

 

Selain itu, ada keunikan dari desa tersebut, walaupun  desa agamis, yang 

kebanyakan masyakarat paham agama, juga dekat dengan pusat kota dan paham 

aturan, tetapi di desa itu banyak terjadi praktek perkawinan dibawah tangan yang 

hanya ditulis diatas kertas dan di bubuhi tanda tangan aparat setempat dan ada juga 

perceraian dibawah tangan yang dibubuhi stempel RT dan RW, dan ditambah 

kondisi sosial budaya dan adat istiadat, rendahnya pendidikan, kurangnya ekonomi, 

peran tokoh agama masyarakat setempat yang menganggap sepele akan pentingnya 

dicatatkannya peristiwa perkawinan, dan juga minimnya informasi atau edukasi 

seputar perkawinan yang didapatkan oleh masyarakat.21 Itulah yang menjadikan 

keunikan Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. 

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Pasirlangu Awalubin Lubis, bahwa di 

Desanya masih banyak masyarakat yang belum memiliki buku nikah secara sah, 

dan masih banyak praktik-praktik perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh 

masyarakatnya, tentu hal ini menjadi perhatian khusus beliau, dan beliau 

mengatakan program isbat nikah menjadi 5 program unggulan selain pembangunan, 

infrastruktur, pertanian dan pendidikan, isbat nikah tidak kalah pentingnya untuk 

kemajuan Desa Pasirlangu dan masyakaratnya, untuk menciptakan masyarakat 

tertib aturan Negara dan juga untuk kemaslahatan bersama.22 

Berdasarkan uraian diatas, terkait kasus maupun fenomena yang terjadi di 

Desa Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat, Peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait kasus yang diangkat isunya diatas, banyaknya nikah 

sirri (tidak tercatat) yang masih marak dan eksis dimasyarakat meskipun zaman 

sudah modern dan juga cepatnya penyebaran informasi yang begitu dinamis ini, 

serta adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan perkawin yang sah. Maka 

 
21 Wawancara Bersama Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Di Desa Pasirlangu, Pak Sulaeman 

Bin Nasir Dan Ibu Enih Binti Ondo, Pada Tanggal 22 September 2022. 
22 Wawancara Bersama Kepala Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung 

Barat, Pada Tanggal 24 November 2022. 
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peneliti sangat tertarik melakukan penelitian terkait faktor dan fenomena gejala 

yang ada dimasyarakat Desa Pasirlangu lebih memilih nikah sirri ketimbang kawin 

tercatat, dari pada itu peneliti mengangkat judul tesis ini adalah “Penyebab Dan 

Dampak Nikah sirri Di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung 

Barat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Kontruksi Hukum Islam terkait 

nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat 

? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Bandung Barat ? 

3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri di Desa Pasirlangu 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang kontruksi hukum islam 

terkait nikah sirri di desa pasirlangu kecamatan cisarua kabupaten bandung 

barat. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah sirri di Desa Pasirlangu 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri di Desa 

Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:  

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang Nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bandung Barat. 



9 

 

2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

parameter model atau literature bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan 

Agama, aparat pemerintahan, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya 

terkait Nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten 

Bandung Barat dan mendapatkan solusi akan hal tersebut. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Perkawinan

Nikah tercatat 
(Di KUA)

Mendapatkan 
Buku Nikah

Sah secara 
hukum fiqh 
dan Negara

Mendapatkan 
Kepastian 

Hukum

Jelas Hak 
Anak, Hak Istri, 

Hak Suami

Nikah tidak 
tercatat

Tidak 
mendapatkan 

Buku Nikah

Sah secara 
hukum fiqh 

saja

Tidak 
terlindungi 

oleh Hukum

Tidak Jelas Hak 
dan 

Kewajibannya

• “Teori sistem hukum lawrence m. Friedman” 

• Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1)  

• “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 

• Kaidah Fiqh “Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat“ 
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Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu 

struktur (legal structur), substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur). 

1. Struktur hukum (legal structur) merupakan kelembagaan yang diciptakan 

oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka 

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk 

melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 

penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.  

2. Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa 

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak 

yang mengatur maupun yang diatur.  

3. Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 

mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur 

hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh 

warga masyarakat. 

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: (a) Internal legal culture 

yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada 

umumnya; (b) External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.   

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, 

tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan 

substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari 

sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang 

pengadilan yang dipercantik , membeku, kaku, sakit berkepanjangan.  

Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam 

sistem hukum adalah ‘budaya hukum’. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, 

dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta 

beberapa bagian hukum. 

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara 

bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari 
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hukum dengan cara khusus.Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman 

memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan 

komponen yang paling penting.  

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana 

orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka 

menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, 

faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan 

koleksi norma ststis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya 

hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya 

hukum membuat segalanya bergerak.  

Menurut Friedman, arti pentignya ‘budaya hukum’ adalah bahwa konsep ini 

merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan 

perubahan hukum.  

Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. 

Sikap menurut Friedman merupakan ‘budaya hukum situasi’. Konsep ini mengacu 

pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum 

internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam 

sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman 

juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian 

masyarkat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.  

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang 

berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang 

melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang 

sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum—norma-

norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum’.  

Buidaya huikuim dapat beiru ibah se itiap saat seibagai akibat dari seimakin 

be irkeimbangnya keisadaran huikuim. Pe iruibahan ini teirtanam dalam keinyataan bahwa 

nilai-nilai ataui sikap te irteintui teirhadap huikuim meinjadi tidak seisuiai lagi bagi 

masyarakat. Hal ini teirjadi keitika suiatui masyarakat beirkeimbang keisadarannya 
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be irkaitan deingan hak indvidui dan deimokrasi dan meininggalkann gagasan lama 

se ipe irti statuis dan siste im patriarchal. Hal ini dipeilopori oleih keilas ke icil eilit huikuim 

yang meine irapkan buidaya huikuim inteirnal. Seibaliknya, keitika buidaya huikuim 

be iruibah, masyarakat akan leibih teirbuika teirhadap peiruibahan-peiruibahan dalam 

leimbaga huikuim dan huikuim itui se indiri. Dalam situiasi seipe irti ini, huikuim asing dapat 

de ingan muidah diadaptasi dan diimpleimeintasikan. 

Frie idman meinyeituijuii konseip bahwa pe iruibahan-peiruibahan dalam keisadaran 

huikuim dapat dipeingaruihi oleih faktor-faktor eikste irnal seipe irti peiristiwa-peiristiwa 

e ikonomi, politik dan sosial. 

Buidaya huikuim ‘adalah suiatui variabeil yang paling teirkait. Keikuiatan sosial 

meimbuiat huikuim, teitapi meire ika tidak meimbuiat nya langsuing. Di satu i sisi ke isadaran 

huikuim meiruibah buidaya huikuim, bu idaya huikuim meiruibah sisteim huikuim, dan sisteim 

huikuim meimpeingaruihi sisteim sosio-eikonomi dan politik dalam cakuipan yang leibih 

lu ias. Dan di sisi lainnya, teikanan sosio-eikonomi dan politik sangat meimpe ingaruihi 

ke isadaran huikuim. 

Gambar 1.1  

Teori Friedman 

 

1. Teiori Dampak 

Pe inge irtian dampak meinuiruit Kamuis Be isar Bahasa Indoneisia adalah beintuiran, 

pe ingaruih yang meindatangkan akibat baik positif mauipuin ne igatif. Peingaruih adalah 

daya yang ada dan timbuil dari seisuiatui (orang, be inda) yang ikuit me imbeintuik watak, 

Struktur 
Hukum

Substansi 
Hukum

Cultur 
Hukum
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ke ipeircayaan ataui pe irbuiatan se ise iorang. Pe ingaruih adalah suiatui ke iadaan dimana ada 

huibuingan timbal balik ataui huibuingan se ibab akibat antara apa yang meimpeingaruihi 

de ingan apa yang dipeingaruihi.23 

Dampak seicara seideirhana bisa diartikan seibagai peingaruih ataui akibat. Dalam 

se itiap keipuituisan yang diambil oleih seiorang atasan biasanya meimpuinyai dampak 

teirse indiri, baik itui dampak positif mauipuin dampak ne igatif. Dampak juiga bisa 

meiruipakan prose is lanjuitan dari seibuiah pe ilaksanaan peingawasan inteirnal. Se iorang 

pe imimpin yang handal suidah se ilayaknya bisa meimpre idiksi jeinis dampak yang akan 

teirjadi atas se ibuiah keipuituisan yang akan diambil. 

2. Teiori Pe inye ibab 

Pe inye ibab adalah hal (keiadaan, peiristiwa) yang ikuit meinye ibabkan  

(meimpe ingaruihi) teirjadinya seisuiatu i. Faktor- faktor yang meimpeingaruihi timbuilnya  

minat, cuikuip banyak faktor-faktor dapat meimpe ingaruihi timbuilnya minat teirhadap  

se isuiatui, dimana seicara garis be isar dapat dikeilompokkan meinjadi duia yaitui yang  

be irsuimbeir dari dalam diri individui yang be irsangkuitan dan yan beirasal dari luiar  

meincakuip lingkuingan keiluiarga, lingkuingan se ikolah, dan lingkuingan masyarakat. 

3. Pe inge irtian Peincatatan Nikah 

Pe incatatan peirkawinan adalah peincatatan atas peirkawinan yang sah meinuiruit 

huikuim Islam, yaitui pe irkawinan yang me imeinuihi ruikuin dan syarat peirkawinan 

se isuiai syari’ah Islam yang dilakuikan di Kantor Uiru isan Agama uintuik dicatatkan.24 

Di Ne igara Indoneisia ada duia instansi ataui leimbaga yang dibeiri tuigas uintuik 

meincatat nikah dan peirceiraian (dan ruijuik). Adapuin instansi ataui leimbaga yang 

dimaksuid adalah: 

a. Kantor Uiruisan Agama (KUiA) Ke icamatan uintuik Nikah, Talak, dan Ruijuik 

bagi orang yang beiragama Islam (Uindang-Uindang No. 22 Tahuin 1946. 

Uindang-Uindang Tahuin 1954). 

 
23 Suharno Dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 

2019), 243. 
24 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3. 
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b. Kantor uiruisan agama (KUiA) Ke icamatan haru is meincatat seitiap nikah masing 

Ke ilalaian meincatat nikah ini dapat dikeinakan sanksi ke ipada peituigas pe incatat 

pe irkawianan teirse ibuit.25 

Pe igawai peincatat nikah keimuidian pe inandatanganan diikuiti oleih duia orang 

saksi dan wali nikah. Akta teirse ibuit juiga ditandatangani oleih Pe igawai Pe incatat 

Nikah. Deingan seile isainya peinandatanganan itui, maka nikah yang dilangsuingkan 

se icara reismi teilah teircatat.26 

Nikah yang dilakuikan di luiar keiteintuian huikuim tidak meindapat peingakuian 

dan tidak dilinduingi oleih huikuim. Indone isia adalah neigara huikuim, dan se igeinap 

bangsa Indoneisia haruis tuinduik ke ipada huikuim yang beirlakui di Indoneisia. Uindang-

Uindang No 1 Tahuin 1974 adalah huikuim ne igara Indoneisia yang meingatuir teintang 

nikah. 

Pe incatatan nikah beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan keiteirtiban nikah dalam 

masyarakat. Ini meiruipakan uipaya yang diatuir me ilaluii pe iruindang-uindangan uintuik 

meilinduingi martabat dan keisuician nikah, leibih khuisuis lagi peireimpuian dalam 

ke ihiduipan ruimah tangga.27 

Ke iteintuian pe incatatan nikah se ibeinarnya buikan masalah barui bagi pe induiduik. 

Di lingkuingan masyarakat yang beiragama Islam, seijak tahuin 1946 te ilah beirlakui 

UiUi No. 22 Tahuin 1946 teintang Peincatatan Nikah, Talak, Ruijuik. Namuin, ke iteintuian 

teirse ibuit be iluim teirlaksana seicara eifeiktif.28 

Uiraian di atas dapat dipahami bahwa peincatatan nikah adalah suiatui 

adminitrasi Neigara dalam rangka meinciptakan keiteirtiban dan keise ijahteiraan warga 

ne igaranya. Meincatat artinya meimasuikkan pe irkawinan itui kei dalam buikui akta nikah 

ke ipada masing-masing suiami istri. Kuitipan buikui nikah se ibagai buikti oteintik yang 

dilakuikan oleih Pe igawai Pe incatat Nikah, Talak, dan Ruijuik. Juiga ole ih pe igawai 

pe irkawinan pada Peimbantui Pe igawai Pe incatat Nikah (P3N) se ibagaimana yang 

 
25 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2008), 15. 
26 Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-

Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981),  38. 
27 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2000),  107. 
28 Moh. Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 

(Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70. 
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dimaksuid dalam beirbagai peiruindang-uindangan yang beirlakui meinge inai peincatatan 

pe irkawinan. 

4. Tuijuian Pe incatatan Nikah 

Pe incatatan nikah beirtuijuian u intuik meiwuijuidkan keiteirtiban peirkawinan dalam 

masyarakat. meiruipakan uipaya yang diatuir meilaluii peiruindang-uindangan uintuik 

meilinduingi martabat keisuician peirkawinan dan khuisuisnya bagi pe ire impuian dalam 

ke ihiduipan ruimah tangga. 

Me ilaluii peincatatan nikah yang dibuiktikan oleih akta nikah apabila teirjadi 

pe irse ilisihan diantara suiami istri maka salah satui meimpeirtahanakan haknya. Kareina 

de ingan akta teirse ibuit, suiami istri meimliki buikti auiteintik atas peirbuiatan huikuim yang 

meire ika lakuikan.29 

Ke iteintuian peincatatan peirkawinan seibe inarnya buikan masalah barui bagi 

pe induiduik. Di lingkuingan masyarakat yang beiragama Islam, seijak tahuin 1946 teilah 

be irlakui UiUi No. 22 Tahuin 1946 teintang Pe incatatan Nikah, Talak, Ruijuik. Namuin, 

ke iteintuian teirse ibu it beiluim teirlaksana seicara eife iktif. Seidang bagi masyarakat 

pe imeiluik agama Kristein Prote istan dan Katolik, suidah seijak lama meimpuinyai 

ordonansi yang meingatuir peincatatan meireika.30 

Ke imuidian seiteilah lahirnya UiUi No. 1 tahuin 1974 teintang peirkawinan masalah 

pe incatatan peirkawinan leibih diteikankan seibagai peilaksanaan pasal 2 ayat 2 UiUi No. 

1 tahuin 1974 teintang pe irkawinan Adapuin pe ilanggaran keite intuian ini dikeinakan 

sanksi se ibagaimana diatuir dalam pasal 45 PP No. 9 Tahuin 1975 yang beirbuinyi: 

Ke icuiali apabila diteintuikan lain dalam peiratuiran peiruindanguindangan yang beirlakui, 

maka barang siapa yang meilanggar keiteintuian yang diatuir dalam pasal 3, 10 ayat 

(3), 40 Pe iratuiran Pe imeirintah ini dihuikuim de ingan huikuiman deinda se itinggi-

tingginya Rp. 7.500 (tuijuih ribui lima ratuis ruipiah).31 

Tuijuian uitama peincatatan nikah adalah de imi meiwuijuidkan keite irtiban 

administrasi nikah dalam masyarakat di samping uintuik me injamin teigaknya hak dan 

ke iwajiban suiami istri. Keiteirtiban dan ke iteiratuiran dalam sisteim keihiduipan, 

 
29 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 107. 
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 108. 
31 Moh. Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 

(Jakarta:Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70. 
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teirmasuik dalam masalah nikah yang diyakini tidak luipuit dari beirbagai 

ke itidakteiratuiran dan pe irtikaian antara suiami istri. kareina itui ke iteirlibatan 

pe inguiasa/neigara dalam meingatu ir nikah beintuik pe incatatan meiruipakan suiatui 

ke iharuisan.32 

5. Dasar Huiku im Pe incatatan Nikah 

Pe incatatan peirkawinan beirtuijuian uintuik me iwuijuidkan keiteirtiban peirkawinan 

dalam masyarakat. Ini meiruipakan suiatui uipaya yang diatuir me ilaluii uindang-uindang 

uintuik meilinduingi martabat dan keisuician peirkawinan dan leibih khuisuis lagi 

meilinduingi peireimpuian dalam keihiduipan ruimah tangga. Keite intuian huikuim yang 

meiwajibkan adanya peincatatan peirkawinan teirdapat pada: 

a. UiUi No. 1 Tahuin 1974 teintang peirkawinan, yaitui teirdapat dalam Pasal 2 ayat 

(2) yang beirbuinyi: “Tiap-tiap peirkawinan dicatat meinu iruit peiratuiran 

pe iruindang-uindangan yang beirlakui.” 

b. Pe iratuiran Pe ime irintah (PP) No. 9 Tahuin 1975 te intang Pe irat uiran Pe ilaksana 

Uindang-Uindang No. 1 Tahu in 1974 teintang Pe irkawinan. 

c. Intruiksi Pre isidein No.1 Th 1991 te intang Kompilasi Huikuim Islam. 

Se idangkan dasar huikuim yang diguinakan dalam peincatatan peirkawinan yaitui 

uindang-uindang No. 1 tahuin 1974 pasal 2 ayat (2) yang meingatakan bahwa “tiap-

tiap peirkawinan haruis dicatat meinuiruit pe iratuiran pe iruindang-uindangan yang 

be irlakui.33 

a. Pasal 2 ayat (2) Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 Te intang Nikah, yang 

be irbuinyi: “Tiap-tiap nikah dicatat meinuiruit pe iratuiran peiruindang-uindangan 

yang beirlakui”.34 

b. Pasal 2 ayat (1) Pe iratuiran Pe imeirintah Nomor 9 Tahuin 1975 Te intang 

Pe ilaksanaan Uindan-uindang Nomor 1 Tahuin 1974 Teintang Nikah, beirbuinyi: 

“Pe incatatan nikah dari meire ika yang meilangsuingkan nikahnya meinuiruit 

agama Islam, dilakuikan oleih Pe imbantui Pe igawai Pe incatat Nikah (P3N) dalam 

 
32 M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18. 
33 Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 
34 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 

2. 
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Uindang-uindang No. 32 Tahuin 1954 teintang Peincatatan Nikah, Talak dan 

Ruijuik.35 

c. Pasal 8 ayat (2) UiUi No 23 Tahuin 2006 teintang Administrasi Keipeinduiduikan 

Bagi Orang Islam, yang beirbuinyi: “Keiwajiban maksuidnya pada ayat (1) 

huiruif a uintuik pe incatat nikah, talak, ceirai, dan ruijuik bagi Pe induiduik yang 

be iragama Islam. 

Pe irkawinan yang se icara normatif haruis dicatatkan meiruipakan ke ise ipakatan 

nasional yang beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan tuiju ian huikuim guina teirwuijuidnya 

ke iteirtiban, keipastian, dan peirlinduingan huikuim. al-Quir’an meinje ilaskan teintang 

pe intingnya peinuilisan ataui pe incatatan yaitui dalam suirat Al-Baqarah ayat 282 

be irbuinyi: 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beiriman, apabila kamui be irmuí amalah tidak 

se icara tuinai uintuik waktui yang diteintuikan, he indaklah kamui me inuiliskannya. 

He indaklah seiorang pe inuilis di antara kamui meinuiliskannya deingan be inar. 

Janganlah peinuilis e inggan meinuiliskannya se ibagaimana Allah 

meingajarkannya, heindaklah ia meinuilis. (Q.S. Al-Baqarah : 282).36 

 

Uiraian di atas dapat dipahami bahwa peincatatan nikah meiruipakan keite intuian 

yang peirlui diteirima dan dilaksanakan oleih se imu ia pihak. Kareina ia meimiliki 

landasan meitodologis yang cuikuip kokoh, yaitui qiyas ataui maslahah muirsalah yang 

meinuiruit Al-Syatibi meiruipakan dalil qath’i yang dibanguin atas dasar kajian induikif 

istiqra’i. deingan peincatatan peirnikahan maka akan meimbeintuik dan meiwuijuidkan 

ke ihiduipan masyarakat yang teirtib dan meinjaga keimaslahatan bagi keiluiarga. 

6. Ruiang Lingkuip Pe incatatan Nikah 

 
35 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 41. 
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, 431. 
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Me ingamati situiasi sosio-keimasyarakatan di Neigara Indoneisia yang 

be irlangsuing sampai saat ini, dianggap se igeira pe irlui dilakuikan langkah-langkah 

uintuik meingoptimalkan peilaksanaan peincatatan nikah se ibagai beintuik uipaya 

pe ineirtiban administrasi keipe induiduikan. 

Akta Nikah meinjadi buikti auiteintik dari suiatui peilaksanaan peirkawinan 

se ihingga dapat meinjadi “jaminan huikuim” bila teirjadi salah seiorang suiami 

ataui istri meilakuikan tindakan. Akta nikah juiga beirfuingsi uintuik me imbuiktikan 

ke iabsahan anak dari peirkawinan itui, seihingga tanpa akta nikah dimaksuid, 

huikuim kei Pe ingadilan tidak dapat dilakuikan.37 

 

Dasarnya syari’at Islam tidak meiwajibkan adanya peincatatan teirhadap seitiap 

teirjadinya akad peirnikahan, namuin dilihat dari seigi manfaatnya peincatatan nikah 

amat sangat dipeirluikan, kareina peincatatan nikah dapat dijadikan seibagai alat buikti 

se ise iorang meindapatkan keipastian huikuim.38 

Ruiang lingkuip pe incatatan nikah meiwuijuidkan ke iteirtiban peirkawinan dalam 

masyarakat, baik peirkawinan yang dilaksanakan beirdasarkan huikuim Islam mauipuin 

pe irkawinan yang dilaksanakan oleih masyarakat yang tidak beirdasarkan huikuim 

Islam. Peincatatan peirkawinan meiruipakan uipaya uintuik meinjaga keisuician aspeik 

huikuim yang timbuil dari aspeik pe irkawinan. 

Prakteik ke ihiduipan beirmasyarakat di Indone isia, peincatatan nikah masih 

meindapat keindala seirta be iluim te irlaksana se icara uinifikasi dan meinye iluiruih dise iluiruih 

wilayah neigara. Meiskipuin peiratuiran peiruindang-uindanganyang meingatuir 

ke iwajiban uintuik meilakuikan pe incatatan nikah suidah dibuiat dan beirlakui cuikuip lama, 

akan teitapi dalam keinyataannya masih beiluim meimbeirikan hasil seicara optimal. 

7. Akibat Tidak Dicatatnya Peirnikahan 

Pe incatatan nikah buikan syarat sah, meilainkan hanya syarat administratif. 

Se ipe irti yang dinyatakan Wasit Au ilawi, seicara teigas uindang uindang ini (UiUiP No 

 
37 Salim Bahreisy Dan Abdullah Bahreisy. Terjemah Al-Qur’an Al Hakim. (Surabaya: 

Sahabat Ilmu, 2001), 123. 
38 Hasan M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 123. 
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1/1974) hanya meingatuir pe incatatan nikah, talak dan ruijuik, yang be irarti hanya acara 

buikan mateiri huiku im.39 

Leibih teigas te intang peincatatan dan tuijuian pe incatatan nikah diteimuikan pada 

pe injeilasannya, bahwa dicatatkannya nikah agar meindapat keipastian huikuim dan 

ke iteirtiban. Agaknya masalah peincatatan nikah ini tidak hanya dipeirdeibatkan 

se ibagai syarat sah ataui syarat administratif. Teitapi cara pandang barui dalam 

ke irangka peimbaruian huikuim keilu iarga. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa 

pe incatatan nikah haruis dilihat seibagai beintuik barui cara meinguimuimkan. 

Me ine impatkan peincatatan nikah hanya se ibagai syarat administratif sangat 

tidak meinguintuingkan uipaya sosialisasi UiUiP di Indone isia. Padahal jika dilacak 

landasan meitodologisnya, cuikuip je ilas. Se icara teiknis, para uilama uishuil 

meinye ibuitnya deingan maslahat almuirsalah (puiblic inteire ist).40 Akibat Huikuim 

Tidak Dicatatnya Nikah diantaranya adalah: 

a. Nikah dianggap sah walauipuin beiluim dicatat oleih Kantor Uiruisan Agama 

(KUiA) ataui Pe imbantui Pe igawai Peincatat Nikah (P3N). 

b. Anak hanya meimpuinyai huibuingan pe irdata deingan ibui, keiluiarga ibui 

c. Anak-anak yang dilahirkan diluiar nikah ataui nikah yang tidak teircatat, seilain 

dianggap anak tidak sah, juiga hanya meimpu inyai huibuingan peirdata deingan 

Ibui ataui keiluiarga Ibui (pasal 42 dan 43 uindang-uindang Nikah).41 Seidangkan 

huibuingan peirdata deingan ayahnya tidak ada. 

d. Anak dan ibuinya tidak beirhak atas nafkah dan warisan Akibat leibih jauih dari 

nikah yang tidak dicatat adalah baik istri mauipuin anak-anak yang dilahirkan 

dari nikah teirse ibuit tidak beirhak meinuintuit nafkah atauipuin warisan dari 

ayahnya.42 

Adanya peincatatan nikah deingan statuis huikuim yang jeilas, maka akibat 

huikuimnya beirbagai macam beintuik ke imuidharatan seipe irti keitidakpastian statuis bagi 

 
39 Wasit Aulawi," Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia", Dalam, Amrullah 

Ahmad (Ed) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun Prof. 

Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996,  57. 
40 Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 

2001), 109. 
41 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan 
42 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan 
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wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Peincatatan nikah seibagai syarat sah 

dapat dilakuikan deingan peine irapan ijtihad be intuik barui deingan meingguinakan kaidah 

meinolak bahaya didahuiluikan atas meindatangkan keibaikan. Uintuik meinjamin 

ke iteirtiban dan keipastian huikuim rakyatnya maka peime irintah dapat meineitapkan 

atuiran yang meindu ikuing teirciptanya keiteirtiban dan keipastian huikuim deingan kaidah 

dan peiratuiran peimeirintah yang meinjamin ke imaslahatan rakyatnya. 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pe ine ilitian teintang nikah sirri buikan peine ilitian yang langka, suidah banyak 

pe ineilitian-peine ilitian teirdahuilui, maka peirlui dijeilaskan peimbeida dan keibaruian dari 

pe ineilitian yang akan peine iliti teiliti deingan peine ilitian seibeiluimnya agar teirlihat 

ke ibaruiannya dalam peineilitian ini, adapuin pe irbe idaan peine ilitian ini deingan 

pe ineilitian seibeiluimnya adalah seibagai beirikuit: 

Juirnal yang tuilis oleih Aguing Basuiki Prase ityo deingan juiduil juirnal, Akibat 

Huikuim Pe irkawinan Yang Tidak Dicatatkan Se icara Administratif Pada Masyarakat 

Adat. Peine ilitian ini meinje ilaskan peilaksanaan peirkawinan di kalangan Masyarakat 

Huikuim Adat meilaluii proseis yang panjang ataui riteis dei passage i, kareina 

meinyatuikan duia keiluiarga beisar. Pe irkawinan seibagaimana yang teirjadi seipe irti di 

lingkuingan Masyarakat Huikuim Adat Suikui Samin ataui Se iduiluir Sike ip di Pati Jawa 

Teingan, dan Masyarakat Adat Karu ihuin Uirang (AKUiR) Kuiningan Jawa Barat, tidak 

dicatatkan di KUiA ataui Kantor Catatan Sipil, namuin meimiliki peincatatan seicara 

administratif teirse indiri di leimbaga adatnya, yakni Pranata Adatnya. Akibat huikuim 

pe irkawinan masyarakat Huikuim Adat yang tidak meincatatkan peirkawinannya 

se icara huikuim ne igara beirdampak pada beibe irapa hal, seipeirti halnya keiduiduikan dan 

statuis anak yang dilahirkan, peiwarisan, dampak peindidikan, dan lain seibagainya. 

Se idangkan akibat huikuim meinuiruit huikuim adatnya tidak meinjadi masalah kareina 

pe irkawinan suidah meimiliki peingakuian dalam tatanan keihiduipan Masyarakat 

Huikuim Adatnya. Peirkawinan teirse ibuit meinimbuilkan huibuingan duia keiluiarga beisar 

meinjadi satui, se irta tidak dipeirmasalahkan yang teirkait deingan hak keiduiduikan anak, 

se ipe irti dibidak peindidikan informal, warisan, peirkawinan, dan bidang huikuim adat 
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lainnya, kareina se imuianya dikeimbalikan pada huikuim adat yang beirlakui dalam 

masyarakat Huikuim Adat seiteimpat.43  

Juirnal yang dituilis oleih Raymond Ginting dan I Keituit Suidantra dalam 

ju irnalnya yang beirjuiduil Akibat Huikuim Pe irkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada 

Kantor Catatan Sipil Teirhadap Harta Beirsama, didalam tuilisan juirnalnya beiliaui 

meine irangkan bahwa masih banyak peirnikahan yang tidak teirdaftar, alasannya 

kareina biaya dari seibuiah catatan peirnikahan yang mahal, proseiduir ru imit, dan orang 

tidak tahui manfaat dari catatan peirnikahan. Konse ikuieinsi huikuim teirdaftar, 

meimpe ingaruihi posisi suiami dan istri, statuis anak-anak dan posisi harta. Peirkawinan 

yang dilakuikan oleih agama dan keiyakinan adalah sah, meiskipuin tidak teirdaftar di 

kantor reigiste ir sipil, se icara teigas diatuir dalam pasal 2 ayat 1 Uindang-Uindang 

Nomor 1 tahuin 1974 teintang peirkawinan. Apabila peirkawinan tidak dicatatkan 

maka tidak adanya keiabsahan peirkawinan teirse ibuit, baik dalam peimbagian harta 

be irsama ataui harta gono gini. Hal ini puin dapat diartikan bahwa peirkawinan 

teirse ibuit tidak peirnah ada. Keisimpuilannya meinuiruit pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 bahwa 

pe irkawinan yang tidak dicatatkan pada peigawai peincatat nikah, maka peirkawinan 

teirse ibuit dianggap tidak ada.44  

Juirnal yang di tuilis oleih Fakhruiddin, yang be irjuiduil Me ine ilisik Nikah sirri dan 

di Bawah Uimuir di Kota Yogyakarta, didalam juirnalnya meine irangkangkan dari 

pe ineilitian ini dipeiroleih keisimpuilan bahwa peirsoalan seiksuialitas dan eikonomi 

meiruipakan faktor peinting yang meinye ibabkan teirjadinya praktik nikah sirri dan di 

bawah uimuir. Keikuiatan seiksuialitas inilah yang keimuidian meinjadi variabeil peinting 

timbuilnya seijuimlah peirsoalan peirkawinan, peirceiraian baik guigat mauipuin talak, 

se irta seijuimlah konflik keiluiarga. Probleimatika peirkotaan, gaya hiduip konsuimtif dan 

pragmatis yang didorong oleih keikuiatan me idia dan informasi juiga teilah andil dalam 

meinguibah pe imaknaan masyarakat teirhadap pe irkawinan. E ikonomi, gaya hiduip, dan 

ke ihiduipan pragmatis keimuidian meinjadi ke ikuiatan yang meinjeimbatani seiksuialitas, 

 
43 Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara 

Administratif Pada Masyarakat Adat,” Administrative Law And Governance Journal 3, No. 1 

(2020): 23–34, Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V3i1. 23-34. 
44 Raymond Ginting And I Ketut Sudantra, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak 

Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama,” Kertha Semaya: Journal Ilmu 

Hukum 2, No. 6 (2011): 1–5. 

https://doi.org/10.14710/alj.v3i1
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itui se ibabnya posisi nikah sirri dan di bawah uimuir di Kota Yogyakarta meinuinjuikkan 

angka yang seimakin meiningkat. Feinomeina sosial dan buidaya kota seimacam ini 

meinuinjuikkan se imakin peirmisifnya sikap masyarakat teirhadap du ia peirkawinan 

teirse ibuit oleih kareina muilai biasa dijuimpai dalam lingkuingan sosial meireika.45  

Se ilanjuitnya juirnal yang di tuilis oleih Kuistini dan Nuir Rofiah de ingan juiduil 

Nikah sirri: Puidarnya Hak-Hak Pe ireimpuian (Stuidi di Kabuipatein Cianjuir), didalam 

ju irnalnya beiliaui meinjeilaskan Pe inye ibab nikah sirri antara lain peimahaman agama 

yang tidak meingharuiskan adanya peincatatan, peingaruih ataui pe iran tokoh agama, 

faktor huikuim ataui administrasi birokrasi. Nikah sirri meimbeiri dampak buiruik bagi 

pe ireimpuian kareina keiduiduikan peire impuian se ibagai istri tidak diakuii seicara huikuim. 

Masyarakat dan uilama meimbe iri reispon yang tidak seiragam dalam meinghadapi 

nikah sirri. Seibagian beirpe indapat bahwa pe incatatan peirkawinan buikan se isuiatui 

yang disyaratkan oleih agama, uilama lain meinganggap bahwa peincatatan 

pe irkawinan meiru ipakan ikhtiar postitif teiruitama teirkait deingan statuis huikuim 

pe irkawinan beise irta akibat-akibatnya. Uipaya meinghindari nikah sirri teilah 

dilakuikan baik oleih masyarakat seibagai orang tuia mauipuin oleih pe imeirintah be ikeirja 

sama deingan leimbaga swadaya. Orang tuia meinceigah te irjadinya peinkawinan tidak 

teircatat meilaluii peindidikan dan peinyadaran di keiluiarga. Seime intara peimeirintah 

meilakuikan sosialisasi peintingnya peircatatan peirkawinan seirta meilakuikan isbat 

nikah.46 

Dan teirakhi ir juirnal yang dii tuiliis ole ih Suikma Rochayat dan Akhmad Khiisnii 

yang beirjuiduil Pe irliinduingan Huikuim Teirhadap Waniita Dan Anak Yang 

Pe irkawi inannya Tiidak Teircatat Dii Iindone isi ia, diidalam juirnalnya beiliiaui meinjeilaskan 

Aki ibat huikuim darii pe irkawi inan yang tiidak teircatat dii Iindone isi ia sangat leimah ataui 

tiidak ada akiibat huikuimnya. Statuis huikuim pe irkawiinan tiidak di iliinduingi i oleih huikuim. 

Pe irkawi in tiidak te ircatat tiidak meimpuinyai i ke ikuiatan huikuim ataui le imah huikuim, 

teirmasuik se igala akiibat huikuimnya puin meinjadii luimpuih, kareina tiidak diicatat. 

 
45 Fakhruddin, Fakhruddin, “Menelisik Nikah Sirri Dan Di Bawah Umur Di Kota 

Yogyakarta,” HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius 14 (2015): 144–57, 

Https://Jurnalharmoni.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Harmoni/Article/View/105. 
46 Kustini, Kustini, And Nur Rofiah. 2013. Kustini Dan Nur Rofiah, “Nikah Sirri: Pudarnya 

Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur),” . Harmoni 12 (2):72-87. 

Https://Jurnalharmoni.Kemenag.Go.Id/Index.Php/Harmoni/Article/View/176. 

https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/
https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/
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Ke iduiduikan waniita dan anak yang peirkawi inannya tiidak teircatat seibagaii-mana 

ke iteintuian dalam Uindang-Uindang Pe irkawiinan adalah tiidak meimpuinyai i keiduiduikan 

apapuin di i deipan huikuim dan tiidak meindapatkan peir-li induingan huikuim. Darii seigi i 

huikuim, iistri i di ianggap seibagaii iistri i tiidak sah. Se idangkan anak yang diilahiirkan, 

meinuiruit huikuim meimpuinyaii huibuingan pe irdata deingan iibuinya dan ke iluiarga i ibuinya 

se irta deingan lakii-lakii se ibagaii ayahnya yang dapat diibuiktiikan beirdasarkan iilmui 

pe ingeitahuian dan teikno-logi i dan/ataui alat buiktii laiin meinuiruit huikuim meimpuinyaii 

huibuingan darah, teirmasuik huibuingan pe irdata deingan keiluiarga ayahnya 

se ibagaiimana puituis-an Mahkamah Konsti ituisi i Nomor : 46/PUiUi-VIiIiIi/ 2010. 

Pe irliinduingan huiku im teirhadap waniita dan anak yang peirkawi inannya tiidak teircatat 

di i Iindone isi ia, yaknii : (a) adanya keiteintuian huikuiman bagii pe ilakui pe ilanggar huikuim 

pe incatatan pe irkawiinan dalam Pasal 3 Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 1946 dan 

Pasal Pasal 45 Peiratuiran Pe imeiri intah Nomor 9 Tahuin 1975; (b) peingakuian teirhadap 

anak hasiil peirkawi inan tiidak diicatat; (c) me ilakuikan iitsbat niikah.47  

Dari i teilaah peine iliiti ian teirdahuilui yang sama meimbahas teintang ni ikah si irrii, 

maka dapat diigariis bawahi i bahwa peine iliiti ian yang akan peine iliiti i teiliitii i inii meimi iliikii 

pe irbeidaan yang sangat si igniifi ikan de ingan pe ine iliitiian se ibe iluimnya ataui yang suidah 

ada, peineili itiian iini i leibi ih dii fokuiskan keipada Dampak Dan Peinye ibab Niikah si irrii Di i 

De isa Pasi irlangui Ke icamatan Ciisaruia Kabuipatein Banduing Barat, dan meincoba 

meinguiak se icara dalam apa saja dampak dan pe inyeibab ni ikah si irrii yang di ialamii dan 

di irasakan oleih masyarakat-masyarakat yang meilakuikan praktiik ni ikah si irri ikan 

pe irkawiinannya dan meinguingkap dampak dan pe inyeibab dari i pandangan meire ika, 

buikan hanya teiori i saja teitapii se icara eimpiiri is yang ada dii lapangan. 

Tabel 1.2 

Telaah Pustaka Dari Publikasi Jurnal 

No Nama Penulis Judul Perbedaan Persamaan 

1 Aguing Basuiki i 

Prase ityo 

“Juirnal, Aki ibat 

Hu ikuim 

Dalam 

pe ineili itiian i inii 

Sama-sama 

meimi iliiki i 

 
47 Sukma Rochayat Dan Akhmad Khisni, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan 

Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia,” Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. 

No. 1 Maret 2017 12, No. 1 (2017): 97–106, 

Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/View/1839. 
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Pe irkawi inan 

Yang Tiidak 

Di icatatkan 

Se icara 

Admi iniistratiif 

Pada 

Masyarakat 

Adat” 

yang meinjadii 

tiiti ik peimbe ida 

ada teimpat 

lokasii 

pe ineili itiiannya 

ke iceinde iruingan 

masyarakat 

tiidak i ingi in 

meincatatkan 

pe irkawiinannya 

di i leimbaga 

re ismii 

pe imeiri intahan 

2 Raymond Gi intiing dan 

Ii Ke ituit Suidantra 

Juirnal be irjuiduil 

Aki ibat Huikuim 

Pe irkawi inan 

Yang Tiidak 

Di icatatkan 

Pada Kantor 

Catatan Si ipiil 

Teirhadap 

Harta Beirsama 

Pe ine iliitiian i inii 

leibi ih meini itiik 

be iratkan 

ke ipada harta 

be irsama 

se iteilah ni ikah 

si irri i, 

se idangkan 

pe ineili itiian 

pe ineili itii 

meincoba 

meinguirai i 

leibi ih dalam 

dampak yang 

di irasakan oleih 

pe ilakui ni ikah 

si irri i dii deisa 

pasi irlangui. 

Bahwa 

pe irkawiinan 

wajiib 

di icatatkan 

se isuiai i atuiran 

UiUi No 1 tahuin 

1974 teintang 

pe irkawiinan. 

3 Fakhruiddi in Juirnal, 

Me ine iliisi ik 

Ni ikah si irrii dan 

di i Bawah 

Pe irbe idaan 

yang 

si igni ifiikan 

adalah teimpat 

Ni ikah si irri i 

marak teirjadii 

kareina faktor 
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Uimuir di i Kota 

Yogyakarta 

lokasii 

pe ineili itiiannya. 

e ikonomii, 

sosi ial buidaya. 

4 Kuisti ini i dan Nuir 

Rofi iah 

Ni ikah si irrii: 

Puidarnya Hak-

Hak 

Pe ire impuian 

(Stuidi i dii 

Kabuipatein 

Ci ianjuir) 

Pe irbe idaan 

yang 

si igni ifiikan 

adalah teimpat 

lokasii 

pe ineili itiiannya 

dan juiga 

meimfokuiskan 

teintang hak-

hak 

pe ireimpuiannya 

se idangkan 

pe ineili itiian 

yang akan 

pe ineili itii 

lakuikan 

meincoba 

meinjawab 

se imuia liinii 

yang teirke ina 

dampak darii 

ni ikah siirri i. 

Sama-sama 

meimbahas 

pe irkawiian 

tiidak te ircacat 

dan juiga 

dampak buiruik 

yang 

di itiimbuilkan 

oleih prakti ik 

ni ikah siirri i. 

5 Suikma Rochayat dan 

Akhmad Khi isni i 

Be irjuiduil 

Pe irliinduingan 

Hu ikuim 

Teirhadap 

Waniita Dan 

Anak Yang 

Leibi ih 

meimfokuiskan 

pe ineili itiiannya 

teirhadap 

wani ita dan 

anak yang 

Sama-sama 

meimbahas 

pe irkawiinan 

tiidak te ircacat 

dan juiga 

dampak yang 
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Pe irkawi inannya 

Tiidak Teircatat 

Di i Iindone isi ia 

meinjadii 

korban teirkai it 

praktiik ni ikah 

si irri i. 

di itiimbuilkan 

oleih hal 

teirse ibuit. 

  

 

G. Definisi Operasional 

De ifi iniisi i ope irasi ional peirlui di isuisuin, uintuik meimbe irii pe inge irtiianyangjeilas atas 

masalah, tiidak boleih meimi iliiki i makna ganda. Teirhadappeintiingnya diisuisuin de ifi ini isi i 

ope irasiional iinii, Tan Kameillo meinyatakanse ibagaii beiriikuit: “peintiingnya deifiini isi i 

ope irasiional adalah uintuikmeinghi indarkan pe irbeidaan peinge irtiian ataui peinafsi iran 

meinduia (duibi iuis) darii suiatui i istiilah yang diipakaii”.48 

Konse ipsi i juiga diiguinakan uintuik meimbeiri ikan peigangan pada proseispe ineili itiian. 

Ole ih kareina i itui, dalam rangka peineili itiian i ini i pe irlui di iruimuiskanse irangkaiian deifi ini isii 

ope irasiional atas beibe irapa variiabeil yang diiguinakan. 

Pe ine iliitiian iini i meingguinakan beibeirapa iisti ilah dalamruiang liingkuipstuidii huikuim 

se icara uimuim, dii antara iisti ilah teirse ibuit adalah: peinyeibab, dampak, niikah siirrii, dan 

pe incatatan peirkawiinan meinuiruit UiUi no 1 tahuin 1974. Beiri ikuit peinjeilasan darii 

de ifiini isi i ope irasiional dalam peineili itiian iini i: 

1. Dampak 

Pe inge irtiian dampak meinuiruit Kamuis Be isar Bahasa Iindone isi ia adalah beintuiran, 

pe ingaruih yang meindatangkan akiibat baiik posi itiif mauipuin ne igatiif. Pe ingaruih adalah 

daya yang ada dan tiimbuil darii se isuiatui (orang, be inda) yang iikuit me imbeintuik watak, 

ke ipeircayaan ataui pe irbuiatan se ise iorang. Pe ingaruih adalah suiatui ke iadaan diimana ada 

huibuingan tiimbal baliik ataui huibuingan se ibab akiibat antara apa yang meimpeingaruihii 

de ingan apa yang diipeingaruihi i.49 

Dampak seicara seideirhana biisa diiartiikan se ibagaii peingaruih ataui akiibat. Dalam 

se itiiap keipuituisan yang diiambiil oleih seiorang atasan biiasanya meimpuinyaii dampak 

 
48 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Alumni, 

Bandung, 2004), 31. 
49 Suharno Dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 

2019), 243. 
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teirse indi iri i, baiik i itui dampak posi itiif mauipuin dampak ne igatiif. Dampak juiga bi isa 

meiruipakan prose is lanjuitan darii se ibuiah pe ilaksanaan peingawasan i inteirnal. Se iorang 

pe imiimpiin yang handal suidah se ilayaknya bi isa meimpre idiiksi i je ini is dampak yang akan 

teirjadii atas se ibuiah keipuituisan yang akan diiambiil. 

Dari i peinjabaran diiatas maka kiita dapat meimbagii dampak kei dalam duia 

pe ingeirti ian yaiitui : 

Pe irtama, dampak posiitiif adalah keii ingiin u intuik meimbuijuik, meiyakiinkan, 

meimpe ingaruihi i ataui meimbeiri i ke isan keipada orang laiin, de ingan tuijuian agar meire ika 

meingi ikuitii ataui me induikuing ke iiingi inannya. Se idangkan posiiti if adalah pastii ataui te igas 

dan nyata darii suiatui pi ikiiran teiruitama me impeirhatiikan hal-hal yang baiik. Posi itiif 

adalah suiasana jiiwa yang meinguitamakan ke igiiatan kreiatiif darii pada keigi iatan yang 

meinje imuikan, keige imbiiraan darii pada keise idiihan, optiimiisme i darii pada peisi imiisme i. 

Posi iti if adalah keiadaan jiiwa se ise iorang yang diipe irtahankan meilaluii i uisaha-uisaha 

yang sadar biila seisuiatui teirjadii pada diiri inya suipaya tiidak meimbeilokkan fokuis 

meintal seise iorang pada yang neigatiif. Bagii orang yang beirpi iki iran posiitiif meinge itahuiii 

bahwa diiri inya suidah be irpiiki ir buiruik maka i ia akan seigeira me imuili ihkan diiri inya. Jadii 

pe ingeirti ian dampak posiitiif adalah keii ingi in uintuik meimbuijuik, meiyakiinkan, 

meimpe ingaruihi i ataui meimbeiri i ke isan keipada orang laiin, de ingan tuijuian agar meire ika 

meingi ikuitii ataui me induikuing keii ingi inan yang baiik. 

Ke iduia, dampak neigatiid adalah Dalam kamuis be isar Bahasa Iindone isi ia dampak 

ne igatiif adalah peingaruih kuiat yang meindatangkan akiibat neigatiif. Dampak adalah 

ke iiingi in uintuik me imbuijuik, me inyakiinkan, me impeingaruihii ataui meimbe irii ke isan 

ke ipada orang laiin, de ingan tuiju ian agar meire ika meingi ikuitii ataui me induikuing 

ke iiingi inannya. Beirdasarkan beibe irapa peineiliiti ian iilmiiah di isi impuilkan bahwa neigatiif 

adalah peingaruih buiruik yang le ibiih be idar di ibandiingkan de ingan dampak posiitiifnya.50 

Jadi i dapat diisi impuilkan peinge irtiian dampak neigatiif adalah keiiingi inan uintuik 

meimbuijuik, meinyakiinkan meimpe ingaruihi i ataui meimbe irii ke isan ke ipada orang laiin, 

 
50 http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/ Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya 

Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di Akses Pada Tanggal 30 Mei 2023 Pada Pukul 

03.08. 
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de ingan tuijuian agar meire ika meingi ikuitii ataui me indu ikuing ke iiingi inannya yang buiruik 

dan meini imbuilkan akiibat teirte intui. 

2. Pe inye ibab 

Pe inye ibab adalah hal (keiadaan, peiriistiiwa) yang i ikuit meinye ibabkan  

(meimpe ingaruihi i) teirjadiinya se isuiatu i. Faktor- faktor yang meimpeingaruihii ti imbuilnya  

miinat, cuikuip banyak faktor-faktor dapat meimpe ingaruihi i tiimbuilnya miinat teirhadap  

se isuiatui, di imana seicara gariis be isar dapat di ikeilompokkan meinjadii duia yaiitui yang  

be irsuimbeir darii dalam diirii i indi iviidui yang be irsangkuitan dan yan beirasal darii luiar  

meincakuip liingkuingan keiluiarga, liingkuingan se ikolah, dan liingkuingan masyarakat. 

3. Ni ikah Si irrii 

Ni ikah Siiri i adalah, peirni ikahan yang diilakuikan oleih se ipasang keikasiih tanpa 

ada peimbe iriitahuian (diicatatkan) dii Kantor Uiruisan Agama (KUiA), te itapii peirniikahan 

i inii suidah meimeinuihi i uinsuir-uinsuir pe irniikahan dalam Iislam, yang meiliipuiti i duia 

meimpe ilaii, duia orang saksii, walii, i ijab-kabuil dan juiga mas kawiin. 

Ni ikah Si irii i inii huikuimnya sah meinuiruit agama, teitapii ti idak sah meinuiruit huikuim 

posi itiif (huikuim ne igara) deingan meingabaiikan se ibagiian ataui be ibe irapa atuiran huikuim 

posi itiif yang be irlakui, se ibagaiimana yang teilah di ijeilaskan dalam Uindang-Uindang 

Pe irkawi inan No. 1 Tahuin 1974 te intang Pe irkawi inan, Pasal 2 bahwa seitiiap 

pe irkawiinan di icatatkan seicara reismi i pada Kantor Uiruisan Agama (KUiA). 

Se idangkan iinstansii yang dapat meilaksanakan peirkawiinan adalah Kantor Uiruisan 

Agama (KUiA) bagi i yang be iragama Iislam dan Kantor Catatan Siipi il (KCS) bagi i 

yang beiragama Non Iislam.51 

Ole ih kareina i itui, pe irni ikahan siiri i yang ti idak di icatatkan dii Kantor Uiruisan 

Agama iitui tiidak puinya keikuiatan huikuim, se ihi ingga jiika suiatui saat meire ika beirduia 

puinya pe irmasalahan yang beirkeinaan de ingan ruimah tangganya se ipeirtii pe irce iraiian, 

ke ikeirasan dalam ruimah tangga, wariisan, pe ire ibuitan hak asuih anak dan laiinnya, 

pi ihak kantor uiruisan agama dan peingadi ilan agama tiidak biisa meimuituiskan bahkan 

tiidak bi isa meine iriima peingaduian meireika be irduia yang seidang puinya masalah.52 

 
51 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya? (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), 22. 
52 Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam), 

(Surabaya: Khalista, 2010), 45-46. 
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Jadi i uintuik de ifiini isi i ni ikah siirri i yang dii pakai i dalam teisi is i ini i adalah peirniikahan 

yang sah seicara agama, namuin tiidak di icatatkan seicara reismi i pada iinstansi i 

be irwe inang seibagaiimana diiatuir dalam peirtuiran peiruindang-uindangan neigara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


